Menimbang:

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/13/PBI/2009

TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka mendukung pettharb ekonomi,
Bank Perkreditan Rakyat perlu meningkatkan pemiaiaya
kepada sektor produktif, terutama membiayai usaikaom

kecil dan menengah;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada
usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi
kepentingan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyaibwaj
memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanyardeng
memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyediaa

dana;

c. bahwa ...



Mengingat:

1.
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bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam qubagn
dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran
portofolio penyediaan dana yang diberikan agarkaisi
penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada Reminj

atau kelompok Peminjam tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichak
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dipandang penitwk
mengatur kembali ketentuan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam

suatu Peraturan Bank Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992atantPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakhera

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...
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Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN
RAKYAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundae:

1.

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakgs@iagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992ngnPerbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nbondahun 1998
dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan RakyairicBy
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor &iunl 2008

tentang Perbankan Syariah.

2. Bank ...
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Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebBRBadalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam gadadang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telatahdidengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksandiegiatan

usaha secara konvensional.

Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnyselidit dengan
BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyeddana yang

diperkenankan terhadap modal BPR.

Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dal&uk:ben
a. kredit, dan/atau

b. penempatan dana antar bank.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepagatmm meminjam
antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan piRakinjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgatepemberian bunga,

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman daRapB&a Bank
lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito bekangertifikat deposito,

kredit yang diberikan dan penanaman dana lainngg gejenis.

Modal adalah modal inti dan modal pelengkap selbagaa diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pengediéodal Minimum
BPR.

8. Pihak ...



10.

11.

12.

13.
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Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaambgghg mempunyai

hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kenatengan BPR.

Pihak Tidak Terkait adalah perorangan atau peras#badan yang tidak
mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, t&an/&euangan
dengan BPR.

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara ptaserPenyediaan Dana
pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR derigsii®K yang

diperkenankan.

Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara peaserenyediaan Dana
yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR padd &nggal laporan
dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termagl&nggaran BMPK

sebagaimana dimaksud pada angka 10.

Peminjam adalah nasabah perorangan atau perudaddam/ yang
memperoleh Penyediaan Dana dari BPR berupa Kredit.
Direksi:

a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adBia¢ksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomoaHB0Onr2007

tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adaledksD
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoh&nTa962

tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi ...
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c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengwbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992arig

Perkoperasian.
14. Dewan Komisaris:

a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adBkean
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Untemgor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah ad&abawas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoh&nTa962

tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengaelagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992arig

Perkoperasian.

Pasal 2

BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalammbuat Perjanjian

Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkagedegaan Dana.

Pasal 3

(1) BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit sebagaimdinaaksud dalam

Pasal 2 apabila Perjanjian Kredit tersebut mewajpbkBPR untuk

menyediakan ...
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menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadpsglanggaran
BMPK.

(2) BPR dilarang memberikan Penyediaan Dana yang méyajk&n
Pelanggaran BMPK.

BAB Il
DASAR PERHITUNGAN BMPK
Pasal 4
(1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debegdkt.

(2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR thmtung
berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

BAB Il
BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT
Pasal 5

Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait piketapaling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari Modal BPR.

Pasal 6 ...
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Pasal 6

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada Pihdkaitevajib memperoleh
persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi #lafsatu) orang anggota

Dewan Komisaris BPR.

Pasal 7
Pihak Terkait meliputi:

a. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepulwemperatau lebih

dari modal disetor;
b. anggota Dewan Komisaris;
c. anggota Direksi;

d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dedgenjat kedua,
baik horisontal maupun vertikal, dengan pihak-pihakbagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
e. Pejabat Eksekutif;

f.  perusahaan-perusahaan bukan Bank yang dimiliki qgbéak-pihak
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai denganf leuryang
kepemilikannya baik individual maupun keseluruhabesar 25% (dua

puluh lima persen) atau lebih dari modal disetougahaan;

g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaima@aksud pada huruf
a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya sdodmaidual sebesar

10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal digeida BPR lain tersebut;

h. BPR ...



h. BPR lain yang:

1) anggota Dewan Komisarisnya merupakan anggota Déeamsaris
BPR; dan

2) rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud merupak@n(btha puluh
persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan angDetsan Komisaris

dan Direksinya.

I. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau la@h jumlah
keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggotkgirya merupakan

anggota Dewan Komisaris BPR;

J.  Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaardimaksud pada

huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 8

Penyediaan Dana kepada pihak-pihak selain yangkdumadalam Pasal 7 dapat
dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada Par&kit apabila penyediaan

dana tersebut digunakan untuk keuntungan Pihalaiterk

BAB IV ...
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BAB IV
BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT
Pasal 9

(1) Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Bam&rkepada BPR
lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapgaling tinggi 20% (dua
puluh persen) dari Modal BPR.

(2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (fgn)injam Pihak
Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (duayulpersen) dari Modal
BPR.

(3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (katajnpok Peminjam
Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30%gét puluh persen) dari
Modal BPR.

Pasal 10

Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelorRgokinjam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) apabila Peminjam€mpuayai keterkaitan
dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kep&amli hubungan

kepengurusan dan/atau hubungan keuangan, yangutielip

a. perusahaan-perusahaan yang masing-masing 25% (dlua Ipna persen)
atau lebih modal disetornya dimiliki oleh suatu yssthaan/badan atau

perorangan atau secara bersama oleh suatu keluarga;

b. perusahaan ...
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perusahaan-perusahaan yang salah satunya menailki(&@ua puluh lima

persen) atau lebih modal disetor perusahaan lajinnya

perusahaan-perusahaan yang 50% (lima puluh peis@n) lebih dari
jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan @agBireksi pada
perusahaan yang satu menjadi Dewan Komisaris @danfMtreksi pada

perusahaan lainnya.

perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kriteghagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, naengdapat bantuan
keuangan dari salah satu perusahaan tersebut deripgdusahaan lainnya
yang mengakibatkan adanya pengendalian oleh peasaltiersebut

terhadap perusahaan lainnya.

perusahaan-perusahaan dan/atau perorangan yahgssflamya bertindak
sebagai penjamin kredit atas kredit yang diterineh qperusahaan atau

perorangan lainnya.

BAB V
PELAMPAUAN BMPK

Pasal 11

Penyediaan Dana oleh BPR dikategorikan sebagampelzan BMPK apabila

terjadi selisih lebih antara persentase Penyedisara yang telah direalisasikan

terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan der@giiPK yang

diperkenankan yang disebabkan oleh hal-hal selbagiut:

a. penurunan ...
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penurunan Modal BPR,;

penggabungan usaha, peleburan usaha, pengamiilaigadna, perubahan
struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yangyetebkan perubahan
Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam;

perubahan ketentuan.

BAB VI

PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN/ATAU PELAMPAUAN BMPK

(1)

(2)

3)

Pasal 12

BPR wajib menyusun dan menyampaikan rencana tirfdetkon plan)
untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau PalaampBMPK.

Action plan untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud padd B
harus disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bardoresia paling
lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyampaporan BMPK bulan
yang bersangkutan atau 14 (empat belas) hari ssjakmeeting untuk

Pelanggaran BMPK yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud padd By
yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimadalain Pasal 11
huruf a dan huruf b harus disampaikan oleh BPR ditamima oleh Bank
Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelahrdihan laporan BMPK
bulan yang bersangkutan atau 14 (empat belas) Segak exit meeting
untuk Pelampauan BMPK yang ditemukan dalam penesiks

(4) Action ...



(4)

()

(1)

(2)
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Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud padd By
yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimattsladn Pasal 11
huruf ¢ harus disampaikan oleh BPR dan diterimd d@ank Indonesia

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukankgentuan baru.

Dalam hal jangka waktu penyampaiaction plan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat {dluh pada hari Sabtu atau hari libur

maka BPR wajib menyampaikaotion plan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 13

Action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wegrhuat
paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaiatanggaran BMPK
dan/atau Pelampauan BMPK serta target waktu pesgiale

Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksudgyadd1) ditetapkan

sebagai berikut:

a. Untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangk#tu 3 (tiga)

bulan sejalaction plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

b. Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hatélhgaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, padindpat 6 (enam)

bulan sejalaction plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

c. Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hatélbhgaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling lambatdi@ pelas) bulan

sejakaction plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

(3) Dalam ...
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(4)

()

1)

(2)

3)
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Dalam hal sisa jangka waktu penyediaan dana sadgpajan jatuh tempo
lebih pendek daripada target waktu penyelesaiamagseimana dimaksud
pada ayat (2) maka target waktu penyelesaian peElimbat sampai dengan

penyediaan dana jatuh tempo.

Target waktu penyelesaian pelanggaran dan/ataumpalzan BMPK atas
Penempatan Dana Antar Bank yang tidak memiliki jatempo berupa
Tabungan pada BPR lain, paling lambat 1 (satu)rbskjakaction plan

disampaikan kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat meminta BPR melakukan penigsaation plan
yang disampaikan apabila menurut penilaian Bankoredia langkah-

langkah dan/atau target waktu penyelesaian tidakgkio dicapai.

Pasal 14

BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaaation plan untuk
penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampab4iRKBdisertali

dengan bukti pendukungnya.

Laporan pelaksanaaaction plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disampaikan oleh BPR dan diterima oleh BanBohesia paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak realiaason plan.

Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari sebmgaa dimaksud pada
ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPR wajib
menyampaikan laporan pelaksanaattion plan pada hari kerja

sebelumnya.

BAB VII ...
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BAB VI
PENGECUALIAN

Pasal 15

Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:

a.

Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum, termBaok Umum

yang memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimansallsud dalam Pasal

7;

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:

1)

2)

3)

Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa depositotabungan di
BPR;

Emas dan/atau logam mulia; dan/atau

Sertifikat Bank Indonesia,

sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a)

b)

agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa
pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan mkmilik agunan
untuk keuntungan BPR penerima  agunan, termasuk
pencairan/penjualan sebagian untuk membayar tuaggakgsuran
pokok/bunga;

jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud padaf a)

paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaaa;Rian

untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada dgian angka

2), disimpan atau ditatausahakan pada BPR yangrgtstan.

c. Bagian ...
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Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerimdbnesia secara
langsung maupun melalui Badan Usaha Milik NegatdMBl) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuasrumpdang-

undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratagadieikut:

1) jaminan bersifat tanpa syaratunonditional) dan tidak dapat

dibatalkan irrevocable);

2) harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) harija sejak klaim

diajukan, termasuk pencairan sebagian; dan

3) mempunyai jangka waktu penjaminan paling kurang asalengan

jangka waktu Penyediaan Dana.

Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lasngapy memenuhi

persyaratan:

1) Terdapat kesepakatan antar BPR yang menempatkamydadengan

BPR lain yang menerima penempatan dana;
2) Dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas Béd&h
3) Bagian Penempatan Dana dimaksud:

a) merupakan simpanan/iuran/porsi dana yang wajibmisgkan
oleh BPR pada BPR lain sesuai kesepakatan sebagaima
dimaksud pada angka 1); atau

b) berasal dari simpanan/iuran/porsi dana dari BPR-BRRg
ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditasasing-
masing BPR.

Pasal 16 ...
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Pasal 16

(1) Penyediaan dana BPR berupa Kredit dengan pola feamitinti-plasma
atau pola Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompe&ddya
Masyarakat (PHBK) dikecualikan dapengertian kelompok Peminjam

Pihak Tidak Terkait sebagaimana dimaksud dalaml Pasgat (3).

(2) Pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksudh @@t (1) dapat
dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam RiRadak Terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), s@gampemenuhi

persyaratan:
a. Kredit diberikan dengan pola kemitraan;
b. Perusahaan inti merupakan Pihak Tidak Terkait deBiRR;

c. Plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cgoamgimiliki,

dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;

d. Plasma memproduksi komponen yang diperlukan peaasahnti

sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan

e. Perjanjian Kredit antara BPR dengan plasma dilakulsgcara

langsung.

(3) Pola PHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahkatualikan dari
pengertian kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkaitbag@imana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sepanjang memeeusyaratan:
a. Kredit diberikan kepada kelompok;

b. Partisipan PHBK telah melalui seleksi;

c. Menghargai ...
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c. Menghargai otonomi lembaga partisipan;

d. Mempromosikan tabungan dan mengkaitkan tabungageaekredit;
e. Mengenakan tingkat bunga pasar;

f.  Mengembangkan dan menerima agunan alternatif;

g. Terdapat bantuan teknis/pendampingan untuk menkieilanpok.

Pasal 17

Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komsisdan/atau pegawai
BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditan untuk peningkatan
kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatag diperoleh dari BPR
yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberiadikkepada Pihak Terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII
TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN
KOREKSI LAPORAN BMPK
Pasal 18

(1) BPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan BMPpgaéta Bank

Indonesia secamn-line setiap bulan secara benar, lengkap dan tepat waktu

(2) Laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1yakep:

a. Penyediaan ...




3)

(1)

(2)

(1)
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a. Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang@mgghr dan

melampaui BMPK; dan
b. Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

Tatacara penyampaian laporan BMPK sebagaimana dudgkada ayat (1)

akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

BPR bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengksigaporan BMPK
yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimiameksud dalam
Pasal 18 ayat (1).

Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalatenlaporan BMPK yang
telah disampaikan kepada Bank Indonesia, BPR wagdényampaikan
koreksi atas laporan BMPK secaoa-line dengan memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Kewajiban penyampaian laporan BMPK dan/atau koré&lsoran BMPK
secaraon-line sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dah Fa

ayat (2) dikecualikan dalam hal:

a. BPR berkedudukan di daerah yang belum tersedigdastomunikasi
sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikanréap&MPK

dan/atau koreksi laporan BMPK secaraling;

b. BPR ...
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b. BPR baru beroperasi dengan batas waktu paling Rrfgua) bulan
setelah melakukan kegiatan operasional;
c. BPR mengalami gangguan teknis; atau

d. Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pda@base atau jaringan

komunikasi di Bank Indonesia.

(2) BPR memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksladgyat (1) huruf
a, huruf b atau huruf c setelah menyampaikan petabhaan tertulis

terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan meukghan alasannya.

(3) BPR wajib menyampaikan laporan BMPK dan/atau karelsoran BMPK

secaran-line setelah kegiatan operasional kembali berjalanraewamal.

Pasal 21

(1) BPR yang tidak dapat menyampaikan laporan BMPK adaun/ koreksi
laporan BMPK secaran-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib

menyampaikan laporan dimaksud seafdine.

(2) Tatacara penyampaian laporan BMPK sebagaimana dudgkada ayat (1)

akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

(1) Laporan BMPK wajib disampaikan oleh BPR kepada Ba&mitonesia
paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulkemkdinya setelah

berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

(2) Dalam ...



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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Dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada llan atau hari Sabtu
maka BPR yang menyampaikan laporan BMPK seadfdine wajib

menyampaikan laporan BMPK pada hari kerja sebelamny

BPR dinyatakan telah menyampaikan laporan BMPK paalaggal

diterimanya laporan BMPK oleh Bank Indonesia.

Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalatenlaporan BMPK yang
telah disampaikan, BPR wajib menyampaikan koretes &poran BMPK
dimaksud kepada Bank Indonesia seaardine paling lambat tanggal 20
(dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhibyulan laporan yang

bersangkutan.

Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hlaurlatau hari Sabtu maka
BPR yang menyampaikan koreksi laporan BMPK seaiidine wajib

menyampaikan laporan BMPK pada hari kerja sebelamny

BPR dinyatakan telah menyampaikan koreksi laporiPRB pada tanggal

diterimanya koreksi laporan BMPK oleh Bank Indoaesi

Pasal 23

BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMipKbila sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Zasslat (1) BPR

belum menyampaikan laporan BMPK.

BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi EpdMPK apabila
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud &alsal 22 ayat (4)

BPR belum menyampaikan koreksi laporan BMPK.

(3) BPR ...



3)

(4)

1)

(2)

3)
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BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK atao/ koreksi
laporan BMPK apabila sampai dengan akhir bulankb#&rya setelah
berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan BPRnbehenyampaikan
laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.

BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMBi/atau koreksi
laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3gp tevajib
menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi lap&feliPK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 24

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhapalaksanaan
ketentuan BMPK oleh BPR.

BPR wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bankdohesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporaRKBBIPR kepada
Bank Indonesia.

Dalam hal terdapat koreksi Bank Indonesia sebagantimaksud pada
ayat (1), BPR wajib menyampaikan koreksi laporan ABMdimaksud
kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat pélas sejak tanggal

pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak thegidaneeting.

(4) Dalam ...
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(4) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari sebmga dimaksud pada
ayat (3) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPR wajib

menyampaikan koreksi atas laporan BMPK pada haja lsebelumnya.

Pasal 25

(1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi mEporBMPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apsdihpai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243yBPR belum

menyampaikan koreksi laporan BMPK.

(2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporsPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila sampajaaeB0 (tiga puluh)
hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indanatu sejak tanggal

exit meeting, BPR belum menyampaikan koreksi laporan BMPK.

(3) BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan koreksi ripoBMPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajibyangoaikan koreksi
laporan BMPK.

Pasal 26

Dalam 3 (tiga) bulan pertama sejak diberlakukanBgeaturan Bank Indonesia
ini, selain menyampaikan laporan BMPK secamdine sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, penyampaian laporan BMPK disedkaman data laporan
BMPK terkait dalam bentuk disket atau media perekita elektronik lainnya

beserta hasil cetakan yang ditandatangani olelbg@eyang berwenang.

BAB X ...



(1)

(2)

3)

(4)

(5)
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BAB X
SANKSI
Pasal 27

BPR yang melakukan Pelanggaran BMPK sebagaimanakdud dalam
Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 9 dikenakdssispenilaian tingkat
kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentua IBdonesia yang
berlaku.

Terhadap setiap kesalahan laporan BMPK yang ditamuberdasarkan
penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia.endikan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluhrupah) per jenis
kesalahan atau paling banyak sebesar Rp1.000.0@¢@&0juta rupiah).

Dalam hal jenis kesalahan yang sama terjadi paolarda bulanan BPR
sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesalalsebt¢ BPR telah
dikenakan sanksi maka BPR tidak lagi dikenakan samitas jenis

kesalahan yang sama tersebut pada laporan BMPK.

BPR yang dinyatakan terlambat menyampaikan lap&®sifPK dan/atau
koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud dalaralR&sayat (1) dan
ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksiajtean membayar
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkeerlambatan.

BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMRBif/atau koreksi
laporan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(ay dan Pasal
25 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayagsselRp1.000.000,00

(satu juta rupiah).

6) BPR ...



(6)

(7)

(8)
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BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayaPétpl 6, Pasal 12
Pasal 14 serta Pasal 24 ayat (2), dikenakan satksinistratif sesuai
dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 nTal92 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndastepryriNomor 10
Tahun 1998, berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penurunan nilai kredit aspek manajemen dalam pergan tingkat

kesehatan.

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayaPé&tpl 6, Pasal 12
Pasal 14 serta Pasal 24 ayat (2) selain dikenakaksis sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi astnaitif sesuai dengan
Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1&®&2ng Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nbdndahun 1998,
berupa pencantuman anggota Direksi, anggota Deveamnidéris dan/atau
pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang metepepredikat tidak
lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BfRgaimana diatur

dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BPR yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK tan/Belampauan
BMPK sesuai dengaaction plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) dan/atau tidak melaksanakan langkah pesgen sesuai koreksi
yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimalalain Pasal 24
ayat (2), setelah diberi peringatan 2 (dua) kakhoBank Indonesia,
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan PaB&ayat (2) Undang-

Undang ...
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Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Korsisdein/atau
pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memepepredikat
tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuBPR
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesig Yerlaku;

dan/atau

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara laik tgserkenankan

untuk ekspansi Penyediaan Dana.

(9) BPR yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPKrsdienakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terhadap an@ueeksi, anggota
Dewan Komisaris, pemegang saham maupun pihakltasafainnya dapat
dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalaad B8 ayat (2) huruf
b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Noma&hoi 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndastepyriNomor 10
Tahun 1998.

Pasal 28

Ketentuan pengenaan sanksi kewajiban membayar aefewa dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) berlakela®e 3 (tiga) bulan pertama

sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XI ...



(1)

(@)

3)

(4)
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BAB XI
KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE)
Pasal 29

BPR yang mengalami Keadaan Memali®ace majeure) selama satu atau
lebih periode penyampaian laporan BMPK dan/ataeksadaporan BMPK
dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan FBM dan/atau
koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud dalanalPE® ayat (1),
Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3);

BPR yang mengalami Keadaan Memaki®ace majeure) kurang dari satu
periode penyampaian laporan BMPK dan/atau kore&porbn BMPK
dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan FBM dan/atau
koreksi laporan BMPK dalam batas waktu sebagainthmaksud dalam
Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5);

BPR yang mengalami Keadaan Memakisgsicé majeure), menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Badknesia, dengan disertali

penjelasan mengenai Keadaan Memaksa yang dialami;

BPR wajib menyampaikan laporan BMPK dan/atau korkeloran BMPK
setelah kembali melakukan kegiatan operasional raecaormal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasah@Bay

BAB XIlI ...
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BAB XII
PENUTUP
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang BMPK akan diatur glen Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesianaita Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 31/61/KEP/DIR tang@luli 1998 tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank PerkreditakyRadinyatakan tidak

berlaku bagi BPR yang melakukan kegiatan usahaa&oavensional.

Pasal 32

Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagidaHlredit Desa (BKD) yang
didirikan berdasarkan staatsblad Tahun 1929 Norb@r dan Rijksblad Tahun
1937 Nomor 9.

Pasal 33

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahl Juli 2009.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelamgan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatanaigndLembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA

BOEDIONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 20009.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR56
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/13/PBI1/2009

TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha $&BRgai akibat
dari konsentrasi penyediaan dana maka BPR wajib pedmatikan prinsip
kehati-hatian, antara lain dengan melakukan pemgebasiko atas portofolio
penyediaan dana terutama melalui pembatasan pemayediana, baik kepada
Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkaitesab persentase tertentu

dari modal BPR atau yang dikenal dengan BMPK.

Secara operasional, mengingat BPR dipengaruhi faktor eksternal,
maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melamggaun melampaui batas
maksimumnya antara lain apabila disebabkan adagyarpnan modal BPR dan

perubahan ketentuan.

Mengingat ...
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Mengingat peranannya dalam perekonomian nasionsudmya sebagai
lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pesdratdalam penyediaan
dananya, BPR tetap perlu didorong untuk mendukuergumbuhan ekonomi
melalui langkah penyaluran dana kepada usaha mkeoil dan menengah
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatiariukJitu, penyediaan dana
tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualidiandgpenerapan BMPK,
antara lain penyediaan dana kepada nasabah deotzakgmitraan inti-plasma
dan PHBK dan penyediaan dana yang dijamin oleh Retak Pusat/Daerah
baik langsung atau melalui BUMN/BUMD dan meninglkatkBMPK untuk
kelompok Pihak Tidak Terkait dari 20% (dua pululisea) menjadi 30% (tiga

puluh persen).

Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, BPR blkaaji untuk
menyampaikan laporan BMPK secara berkala, dan Badknesia memiliki
wewenang untuk melakukan koreksi terhadap lapomamgy ydisampaikan dan
meminta BPR untuk melakukan tindakan korektif yadigerlukan, serta
mengenakan sanksi secara efektif terhadap BPR gaigkukan pelanggaran

terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indon@sia i

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Kewajiban pemenuhan ketentuan pada ayat ini benlaituk setiap

saat pemberian/realisasi Penyediaan Dana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Persetujuan anggota Dewan Komisaris dimaksudkbagse pelaksanaan

tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris diadakan

kepengurusan ...
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kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkangdgung jawab

Direksi sebagai pemutus.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dedeiajat
kedua, baik horisontal maupun vertikal, adalah lpibhak sebagai
berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;

2. saudara kandung/tiri/angkat;

3. anak kandung/tiri/angkat;

4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;

6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;

7.suami ...



10.

11.

12.

13.

Huruf e

suami atau isteri;

mertua;

besan;

suami atau isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
kakek atau nenek dari suami atau isteri;

suami atau isteri dari cucu kandung/tiri/angkat;

saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteserta suami

atau isteri dari saudara yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif adalah Bejaksekutif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indoressiany BPR.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “BPR lain” termasuk pula BBeknbiayaan

Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undadgfdn

Perbankan Syariah.

Huruf h

Ketentuan huruf h memperhatikan ketentuan pemhbatagagkap

jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bardoésth tentang
BPR.



Contoh:
BPR A menyediakan dana kepada BPR B.

BPR A mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (doeang
Komisaris. Kedua Komisaris BPR A tersebut menjababagai
Komisaris pada BPR B yang mempunyai 2 (dua) oraingkr dan 2
(dua) orang Komisaris. Mengingat 2 (dua) orang Ksams pada BPR
B memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima putubep) dari
jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dankBir8PR B
maka BPR B tersebut merupakan Pihak Terkait dai BPsehingga
penyediaan dana BPR A kepada BPR B paling tinghess 10%

(sepuluh persen).
Huruf i

Ketentuan huruf i memperhatikan ketentuan pembatasagkap
jabatan sebagaimana sebagaimana diatur dalam ReraBank

Indonesia tentang BPR.
Contoh:
BPR C menyediakan dana kepada PT D.

BPR C mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (daoegng

Komisaris. Salah satu Komisaris BPR C tersebut atetj sebagai
Komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) oramngkir dan 1
(satu) orang Komisaris. Mengingat 1 (satu) orangnisaris pada PT
D tersebut memenuhi asas mayoritas sebesar 50% glihah persen)

dari jumlah keseluruhan anggota Dewan KomisarisDiaeksi PT D

maka ...
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maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BRRehingga
penyediaan dana BPR C kepada PT D paling tinggesseb10%
(sepuluh persen).

Huruf j

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang alitgecara
tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengamliih @an/atau
melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak pangtang dalam

hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibawgaprestasi).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penempatan Dana Antar BankdkeBPR
lain adalah penempatan dana dalam bentuk Tabumygpgsito dan

Kredit yang Diberikan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10 ...



Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan suatu keluarga adalah keluiatgayang

terdiri dari suami, isteri dan anak kandung/tirgkat; suami dan

isteri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; ataterisdan anak

kandung/tiri/angkat.

Contoh:

1.

25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masegng
perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan Ckdiotdh 1

(satu) orang/perusahaan.

Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahasen{@di
Peminjam BPR yang sama maka perusahaan-perusanselput

digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masamging
perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C kdiseitiara
bersama oleh X, Y dan Z yang merupakan suamij idéer anak

kandung/tiri/angkat.

Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahasen{@di
Peminjam BPR yang sama maka perusahaan-perusanselput

digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham peaasa A

dimiliki oleh suami dan anak pertama, 25% (dua pulima



-9-

persen) atau lebih saham perusahaan B dimiliki @i dan

anak kedua.

Apabila perusahaan A dan perusahaan B menjadi pemBPR
yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebubndkmh

sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.
Huruf b
Contoh:

Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima perseaham

perusahaan B.

Perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima perseaham

perusahaan C.

Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaamer@adi
Peminjam BPR maka perusahaan A dan perusahaanadBmiigtan
sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. Sementara gdemas B dan
perusahaan C digolongkan sebagai 1 (satu) kelolpakinjam yang

lain.
Huruf c

Pertimbangan azas mayoritas 50% (lima puluh persé¢g) lebih

dihitung dari jumlah kumulatif Dewan Komisaris daiau Direksi.

Dalam hal perusahaan tersebut berbadan hukum Kapeeka untuk

menentukan mayoritas adalah jumlah kumulatif daengurus,

engawas ...
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pengawas dan pengelola yang diangkat oleh penglamuskoperasi
dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan keuangan adalah bakéumngan
yang disertai dengan persyaratan tertentu yang ebafpkan pihak
yang memberikan bantuan mempunyai kewenangan untuk
menentukan kebijakan strategis perusahaan/badag wamerima
bantuan, antara lain namun tidak terbatas pada tlksgu untuk

melakukan pembagian deviden dan perubahan pengurus.
Huruf e

Yang dimaksud dengan penjamin adalah pihak yang begkan
jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara lisrtiyang
menyatakan bahwa penjamin akan mengambilalih danfaelunasi
sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutiaigm hal pihak

yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wargsist

Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihakgyaerutang

yang dijamin dengan menggunakan agunan yang sama.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb ...
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Huruf b

Yang dimaksud dengan penggabungan usaha atau madgéah
penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaainj®a dengan
perusahaan lainnya dan/atau BPR dengan BPR laiderygan tetap
mempertahankan berdirinya salah satu perusahaaimjBemndan/atau
BPR dan membubarkan perusahaan Peminjam dan/af@udithya

tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan peleburan usaha atau konsolatalah
penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaanj&@®a dengan
perusahaan lainnya dan/atau BPR dengan BPR laideygan cara
mendirikan perusahaan Peminjam dan/atau BPR bara da
membubarkan perusahaan Peminjam dan/atau BPR uertmtpa

melikuidasi terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan pengambilalihan usaha ataisisikadalah
pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan Pamingan/atau
BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian sphaan

Peminjam dan/atau BPR.

Yang dimaksud dengan perubahan struktur kepemilikaalah
perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Pamirgan/atau di
BPR.

Yang dimaksud dengan perubahan kepengurusan agafalahan

kepengurusan di perusahaan Peminjam dan/atau di BPR

Yang ...
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Yang dimaksud dengan perubahan Pihak Terkait danietlompok

Peminjam adalah:

1) Peminjam Pihak Tidak Terkait menjadi Peminjam Piliakkait;

dan/atau
2) Peminjam perorangan menjadi kelompok Peminjam.
Huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan adalabbgiean
ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihakait
dan/atau kelompok Peminjam BPR dan/atau perubaled@ntkan

lainnya yang menyebabkan terjadinya pelampauan BMPK

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengaexit meeting adalah pertemuan akhir antara
pengurus BPR dan Bank Indonesia untuk membahasl hasi
pemeriksaan.

Ayat (3)

Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh pengumgivu
usaha, peleburan usaha atau pengambilalihan ugaigka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (balap setelah

akhir ...
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akhir bulan laporan sejak disahkannya akta pengggbu usaha,
peleburan usaha atau pengambilalihan usaha oleansisyang

berwenang.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Langkah-langkah penyelesaian Pelanggaran BMPK t@an/a

Pelampauan BMPK meliputi antara lain:

a. Pelunasan seluruh/sebagian Kredit yang melanggaratda

melampaui BMPK;
b. Penambahan modal disetor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh:
1. Pada tanggal 1 April 2009 BPR B memberikan Kreejpdda

debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000,00 (dua

ratus ...
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ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua pulubgog dari
modal BPR B dengan jangka waktu 12 (dua belashbula

Pada tanggal 31 Mei 2009 modal BPR B turun kareeagm
alami kerugian sehingga persentase Kredit kepadtudeX
menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal BPRtau

melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 5% (limagygr

Untuk itu BPR B wajib membuataction plan untuk
menyelesaikan pelampauan tersebut dengan targettu wak
penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan seglon plan

disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pada tanggal 1 April 2009 BPR A menempatkan Depad3it
bulan (jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2009) pdeR B (Pihak
Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima rpttzsrupiah)
yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari moéd B.

Pada tanggal 10 Mei 2009 dikeluarkan ketentuan Breaig
BMPK BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke
BPR lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) daadal.
Dengan asumsi modal BPR A tetap maka dengan adanya
ketentuan BMPK tersebut penempatan Deposito BPR BRR

B menjadi melampaui BMPK yang ditetapkan sebesd& 10

(sepuluh persen).

Untuk itu BPR A wajib membuataction plan untuk

menyelesaikan pelampauan tersebut dengan targettu wak

penyelesaian ...
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penyelesaian paling lambat sampai dengan jatuhaddeposito

yaitu tanggal 1 Juli 2009.
Ayat (4)
Contoh:
Pada tanggal 1 April 2009 BPR A menempatkan Tabupgala BPR

B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,08a(Iratus juta
rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen)rdadal BPR A.

Pada tanggal 10 Mei 2009 dikeluarkan ketentuan eveigBMPK
BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR kdadPpaling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal. Dengamess modal BPR
A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPK tergsmgmpatan
Tabungan BPR A ke BPR B menjadi melampaui BMPK yang

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk itu BPR A wajib membuadction plan untuk menyelesaikan
pelampauan tersebut dengan target waktu penyatepalang lambat

1 (satu) bulan seja&ction plan disampaikan kepada Bank Indonesia.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bukti pendukung antara la@lahdbukti
setoran modal dan bukti pembayaran atau pelunasatitK

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan realisasiction plan adalah tahapan
pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran dan/ataupRelamBMPK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah Bank Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoh@nTa992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengdang+Undang
Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagama
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008arig
Perbankan Syariah.

Hurufb ...
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Huruf b
Angka 1)

Deposito dan Tabungan yang dapat dijadikan sebaganan
adalah Deposito dan Tabungan yang ditempatkan B

yang sama.
Angka 2)

Nilai agunan yang berupa emas dan/atau logam mitéatukan

berdasarkan harga pasaafket value).
Angka 3)
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia adalaheritgah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan BUMN dan BUMD dalam Pasalaglah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesrdany
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR.

Angka 1)

Yang dimaksud dengan tanpa syarabcOnditional) adalah

apabila tidak memuat persyaratan prosedural, sepert

a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan

wanprestasir(otification of default);

b. mempersyaratkan ...
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b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad bgdod
faith) oleh BPR penyedia dana; dan/atau

C. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara
dilakukannya saling hapus buksettoff) terlebih dahulu
dengan kewajiban BPR penyedia dana kepada pihak

penjamin.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Huruf d

Bagian Penempatan Dana yang dimaksud dalam ayaadaiah
bagian penempatan dana dalam rangka memenuhi
simpanan/iuran/porsi dana atau penempatan danam dadamgka
penanggulangan likuiditas yang ditetapkan sesuzgale kesepakatan
kedua belah pihak.

Contoh:

Terdapat 28 BPR vyang membuat kesepakatan untuk
menempatkan dana berupa simpanan/iuran/porsi dgateagalah
satu BPR yang ditunjuk untuk mengkoordinir pengeal dana

yang terhimpun.

Dalam ...
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Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:

- Jumlah simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditekapa
oleh BPR pada BPR lain yang ditunjuk, misalnya
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) peRBP

- Jumlah maksimum dana/pinjaman likuiditas yang dapat
ditempatkan oleh BPR yang ditunjuk kepada salal cati
28 BPR tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali damlgh
simpanan/iuran/porsi dana yang ditempatkan atau
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dalam cénto

tersebut adalah:

- masing-masing penempatan dana dari 28 BPR tersebut
kepada BPR yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,08 (d

puluh lima juta rupiah).

- penempatan dana dari BPR yang ditunjuk kepada satah
dari 28 BPR yang mengalami kesulitan likuiditas esalo
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah polggmebangan

dengan menggunakan perusahaan inti yang membanmhbiméing

perusahaan ...
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perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalmtu sistem

kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan siek@abungan.

Yang dimaksud dengan pola PHBK adalah pola pemaraygklam
upaya mengembangkan prasarana pelayanan keuanggn ba
pengusaha mikro, yang bersifat saling menguntungkatara tiga
unsur yang berbeda yaitu BPR, Lembaga PengembaBgaaya
Masyarakat (LPSM), dan Kelompok Swadaya Masyar@&aiv).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud kelompok disini adalah KSM.
Huruf b

Yang dimaksud partisipan PHBK adalah peroranganatkzn
lembaga yang terlibat seperti LPSM dan KSM.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Termasuk dalam agunan alternatif yaitu jaminan dgang

renteng di antara anggota kelompok.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksudkan dengan pemberian Kredit yang déddan pada Pasal
ini adalah fasilitas BPR kepada anggota Direksjgata Dewan Komisaris
dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihadkait yang antara
lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengotratkit, biaya kontrak
rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumadyebpernikahan dan

pembelian kendaraan bermotor.

Pemberian Kredit kepada pihak-pihak tersebut di dilkategorikan sebagai
penyediaan dana kepada Pihak Tidak Terkait dan acengada ketentuan
BMPK kepada Pihak Tidak Terkait.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyampaian secaraline adalah

penyampaian laporan dengan mengirim atau mentramsk@aman

data ...
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data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank dedomelalui

fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau saranategnlainnya.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait dihitung s®ca

keseluruhan Penyediaan Dana.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb ...
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah ganggua
yang mengakibatkan BPR tidak dapat menyampaikan
laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK se@sara

line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi
atau pemadaman listrik.

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyampaian secaf&line adalah
penyampaian laporan dengan menyampaikan rekaman dddam
bentuk disket atau media perekam data elektroniknya disertai
hasilvalidas kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Laporan BMPK dapat disampaikan secamdine pada hari libur atau

hari Sabtu.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Bukti penerimaan untuk laporan BMPK yang disampaikacaran-
line adalah berupasoft copy yang dapat diambil secaren-line
(download). Sedangkan bukti penerimaan untuk laporan BMPKgya
disampaikan secaraff-line adalah berupa tanda terima apabila
disampaikan langsung kepada Bank Indonesia ataggahrstempel

pos apabila dikirimkan melalui pos.
Ayat (4)

Koreksi laporan BMPK dapat disampaikan secawdine pada hari

libur atau hari Sabtu.

Ayat (5) ...
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Ayat (5)
Contoh:

Koreksi laporan BMPK untuk data bulan Mei 2009 thpaikan
secaraoff-line paling lambat tanggal 19 Juni 2009 (hari Jumatukint
penyampaian secara langsung kepada Bank Indonesipum untuk
penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 2009 jatuh pada
hari Sabtu.

Ayat (6)

Bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPK yangadipaikan
secaraon-line adalah berupaoft copy yang dapat diambil secaoa-

line (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk koreksi laporan
BMPK yang disampaikan secaoff-line adalah berupa tanda terima
apabila disampaikan langsung kepada Bank Indoredsia tanggal

stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Contoh:

BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK atan/ koreksi
laporan BMPK untuk data bulan Juni 2009 apabila@dap dimaksud

belum diterima Bank Indonesia sampai dengan targggduli 2009.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan BMPHKraanain
adalah perhitungan Penyediaan Dana, perhitungaralMpdnentuan

kelompok Peminjam dan/atau penentuan Pihak Terkait.
Ayat (2)

Koreksi terhadap laporan BMPK kepada Bank Indondgdekukan
untuk posisi penelitian dan/atau pemeriksaan ol@nkBlndonesia
berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Badknésia atas

Laporan BMPK yang telah disampaikan oleh BPR pelapo
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jenikesalahan adalah nominal yang

dilaporkan meliputi jumlah Kredit yang diberikanndailai agunan.
Jenis kesalahan dihitung per rekening (per baris).

Nama debitur tidak termasuk yang diperhitungkanamaljenis

kesalahan.

Termasuk jenis kesalahan adalah pelanggaran/pelempang tidak

dilaporkan.

Ayat (3) ...



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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Pasal 29 ...
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Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memakeecd majeure)” adalah
keadaan yang secara nyata menyebabkan BPR tidak ole@myusun
dan/atau menyampaikan laporan BMPK dan/atau kor&lsoran
BMPK secaraon-line dan off-line, antara lain kebakaran, kerusuhan
massa, perang, sabotase, serta bencana alam ggpepa bumi dan
banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yaegvenang dari
daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32..
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Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
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